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Sekarang  ini,  kami  sedang  melakukan  penelitian  tentang  Implementasi

Kebijakan  Pelayanan  Keprotokoleran  Dalam  Menunjang  Kegiatan  Seremonial

Bupati Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan kepada pejabat publik yang

telah menerima pelayanan keprotokoleran.

Partisipasi Bapak/Ibu sangat kami harapkan dalam menjawab kuesioner ini

untuk memberikan informasi  yang sesuai  dengan  pengalaman dan  keyakinan

sendiri.  Hasil  dari penelitian ini, sepenuhnya akan digunakan untuk membantu

dalam  menyelesaikan  studi  Strata  Dua  (S2)  di  Pascasarjana  Universitas

Hasanuddin  Makassar.  Bila  terdapat  kesulitan  menjawab  dapat  bertanya

langsung  kepada  interviewer  (pewawancara).  Kami  senantiasa  menjaga

kerahasiaan identitas bapak/ibu dan jawaban yang diberikan kepada kami dan

tidak membeberkan ke publik.

Terima kasih  atas  bantuan  dan  kesediaan  Bapak/Ibu  telah  meluangkan

waktu untuk mengisi kuesioner ini.

I. IDENTITAS RESPONDEN

A. Nama RESPONDEN: ………………………
B. No. Telepon / Hp : ……………………….....................
C. Alamat Rumah : 

………………………………………………………..

Petunjuk Pengisian Bagian I (Nomor. 1-4): Berilah tanda lingkaran (O) 
pada jawaban yang Bapak/Ibu maksud.

1. Jenis kelamin:
1.  Pria
2.  Wanita

2. Usia:
1.  17 – 25 tahun 4. 44 – 52 tahun
2.  26 – 35 tahun 5.> 52 tahun
3.  36 – 43 tahun

3. Pendidikan Terakhir:
1. SLTA atau sederajat 4.Strata Dua (S2)
2. Diploma 5.Strata Tiga (S3)
3.Strata Satu (S1)

4. Kategori Responden:

1.Forkopimda 6. Polsek
2.SKPD 7. Koramil
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3.Mantan Bupati/Wakil Bupati 8. Camat
4.Anggota DPRD 9. Kepala Desa/Lurah
5.Partai Politik 10. Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda

II. PERTANYAAN UNTUK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN 
KEPROTOKOLERAN ACARA SEREMONIAL.
Petunjuk Pengisian Bagian II  (Tabel  Nomor 5-11):  Pada  Tabel-
tabel berikut terdapat pernyataan-pernyataan tentang Implementasi
Kebijakan  Pelayanan  Keprotokoleran.  Mohon  kesediaan
Bapak/Ibu untuk memberikan tanda  centang (√)  pada kolom yang
tersedia sesuai pengetahuan/penilaian Bapak/Ibu.

Keterangan Pilihan Jawaban:
Sangat Setuju (SS) : (4)
Setuju (S) : (3)
Tidak Setuju (TS) : (2)
Sangat Tidak Setuju (STS) : (1)

Implementasi Kebijakan Keprotokoleran Bupati Enrekang
5. Komunikasi

Pernyataan
Pilihan Jawaban

SS S TS STS
5.1. Penyampaian Kebijakan Keperotokoleran Jelas
5.2. Kejelasan Pelaksana Kebijakan
5.3. Kejelasan Informasi Aturan Keprotokoleran 

Tidak Menimbulkan Pertentangan dan Persepsi 
Berbeda 

5.4. Kebijakan Keprotokoleran Tepat Waktu
5.5. Aturan Pelaksanaan Keprotokoleran Memiliki 

Konsistensi
6. Sumber Daya
6.1 Kesiapan Staf Keprotokoleran Cukup Memadai
6.2 Bagian Keprotokoleran Memiliki Sumber Daya 

Lain
6.3 Penggunaan Sumber Daya Cukup Terdistribusi
6.4 Sumber Daya Keprotokoleran Telah 

Ditempatkan Pada Posisi Sesuai Dengan 
Kemampuan

7. Disposisi/Sikap
7.1. Terjalinnya Kesepakatan Dikalangan Staf
7.2. Staf Protokoler Memiliki Kemampuan Yang Baik
7.3. Terlaksananya Penerapan Efisiensi Kinerja Staff
7.4. Lahirnya Apreasiasi Kinerja Staff Protokoler Dari

Pimpinan
7.5. Timbulnya Kesadaran Staff Protokoler Akan 

Kedisiplinan
7.6. Memiliki Pengauatan Arahan Dari Pimpinan
7.7. Keberahasilan Program Pelaksanaan 

Keprotokoleran Cukup Maksimal
8. Struktur Birokrasi
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8.1. Pemberian Kekuasaan dan Tanggungjawab
8.2. Koordinasi Dengan Pimpinan Cukup Baik
8.3. Koordinasi Antara Staff Protokoler
8.4. Penataan Struktur Kelembagaan
8.5. Staf Keprotokoleran Memiliki Profesional Kerja 

Yang Baik
Pelayanan Keprotokoleran Bupati Enrekang

9. Tata Tempat
9.1. Kesesuaian Tata Tempat Pejabatat 

Pemerintahan Berdasarkan Pangkat dan 
Jabatan

9.2. Tersedianya Sarana Yang Memadai
9.3. Terpenuhinya Kelengkapan Tata Tempat 

Pejabat Pemerintah.
10.Tata Upacara
10.1 Ketepatan Waktu Upacara
10.2 Ketersediaan Atribut Pendukung Upacara
10.3 Undangan Upacara Tesampaikan Secara Efektif
11.Tata Penghormatan
11.1 Pemberian Penghormatan Terhadap Pimpinan.
11.2 Memperlihatkan Etika Kesopanan dan 

Kedisipilinan Yang Baik.

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu.

** TERIMA KASIH**


